







Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, 
penulis menarik kesimpulan karena jika tidak dilakukan penegakan hukum 
terhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai cara untuk 
memperoleh fasilitas kredit dikhawatirkan akan menimbulkan potensi 
kerugian dikemudian hari. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyak 
ditemukan praktek pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai cara 
untuk memperoleh fasilitas kredit oleh konsumen hingga pihak dealer maupun 
perusahaan yang menyediakan fasilitas kredit tersebut. Alasan penyebab 
pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu pembeli tidak mau direpotkan 
dengan urusan keadministrasian serta pembeli dan pihak dealer sama-sama 
mendapat keuntungan.  
 
B. Saran 
Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka dengan ini penulis memberikan saran: 
1. Bagi pembeli 
Pembelian Kredit menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik 






2. Bagi dealer 
Sebaiknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) domisili dihilangkan dari 
persyaratan dalam pengajuan fasilitas kredit 
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  c. KTP 
 
 





















  4. DATA NARASUMBER 4 sebagai Data tambahan bahwa tidak hanya dalam 
pengajuan kredit pemalsuan Kartu Tanda Penduduk itu dilakukan namun 








  c. KTP dan Fotocopy KTP palsu
 
 
